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PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2015/PA.Br

an ) aa U A s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Penjual Karpet, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Tempe
Wajo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni

2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 210/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 22 Juni
2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari

Senin, tanggal 11 Agustus 2014, di Pekkae, Kelurahan Lalolang,
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Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 0196/20/V11l/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 12 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah
membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua
Penggugat di Pekkae (Barru) dan belum dikaruniai anak namun
Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da
duhul)

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2014 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan

a) Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi,

b) Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat, tapi Penggugat
masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat merubah
sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada Nopember
2014, Tergugat menyuruh Penggugat membelikan Tergugat mobil
namun permintaan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga
Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua
Tergugat di Watanlimpoe (Wajo).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Nopember 2014 sampai sekarang (tujuh bulan), dan selama itu
Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat
lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya
Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim
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yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan
sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 06 Agustus 2015
dan 07 September 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731102611179000 atas
nama Penggugat, tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/20/VIII/2014, tanggal 12
Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua)
orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing
yaitu :

1. Saksi |, umur 77 tahun, pada pokoknya menerangkan:

e Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat.

e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Pekkae (Barru).

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama tiga
bulan lebih namun belum dikaruniai anak.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri
namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat
sering minum-minuman keras dan Tergugat meninggalkan Penggugat.

e Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
Nopember tahun 2014, selama berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan
sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

e Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

2. Saksi ll, umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan :

e Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat.

e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di Pekkae (Barru).
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e Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama tiga
bulan lebih namun belum dikaruniai anak.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri
namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat
sering minum-minuman keras dan Tergugat meninggalkan Penggugat.

e Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
Nopember tahun 2014, selama berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan
sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

e Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 06
Agustus 2015 dan 07 September 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah
dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan

patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan
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disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati
pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 mulai goyah
disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat
meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada
Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sehingga
Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga akhirnya pisah
tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi, Penggugat
dan Tergugat tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak
dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, secara hukum
Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan
untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka
Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bahwa alat bukti P.1
tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang
membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu
Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan
gugatan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
0196/20/V111/2014, tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru merupakan akta autentik

sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai
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dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian
sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan
Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi | dan saksi |l
Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah
yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

e Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai
anak.

e Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat
dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum-minuman
keras dan Tergugat meninggalkan Penggugat.

e Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember tahun
2014 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan
sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas
pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian serta
tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal
172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian
sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan
pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

e Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat pisah tempat sejak bulan
Nopember tahun 2014, karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga
keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di

Wilayah Negara Republik Indonesia.
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e Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang
mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar
Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-
pokok permasalahan berkaitan dengan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri
namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat
sering minum-minuman keras dan Tergugat meninggalkan Penggugat.

e Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi
Penggugat sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia ;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Nopember tahun 2014 sampai sekarang menunjukkan ikatan batin
serta keinginan untuk hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada lagi dan tidak ada komunikasi yang terjalin antara Penggugat
dan Tergugat ;

e Bahwa selanjutnya, nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar
Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut, maka ikatan lahir batin
yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai

dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang bahagia sesuai
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dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi
dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum
Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik
Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 06 Agustus 2015 dan 07
September 2015 tidak pernah datang menghadap, maka Tergugat dinyatakan
tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak
melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara
Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Quran Juz Il

halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ol uobwall plS> o Sl Wl Ed (o
a §> Y plllbged

Artinya: “Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap
sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,
maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat
tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana
keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa
kehadiran Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10,

halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ﬁa;l&u,l.sk)l)_;- MJ&]Tg)\l l:za.;.jT
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Artinya: “Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada
bukti-bukti(persaksian)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi
tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan
dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap
Penggugat, Penggugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap ;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi., bertepatan
dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah., oleh kami Dra. Hasniati D., sebagai
Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota ttd

ttd Dra. Hasniati D
Rusni, S.HLI.

ttd Panitera Pengganti
Ugan Gandaika, S.H. ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :
e Pendaftaran :Rp  30.000,00
e ATKPerkara :Rp  50.000,00

e Panggilan :Rp 330.000,00
e Redaksi :Rp 5.000,00
e Meterai :Rp 6.000.00
Jumlah :Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu
rupiah).
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